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ABSTRAK 
Nama  : Moh. Insani Ohoitenan 
Nim  : 10400108023 
Fak/Jurusan  : Syariah dan Hukum / PMH 
Judul        : Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang Wali 
Nikah serta relefansinya dengan Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974  
  
Judul dari skripsi ini adalah “Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi‟i 
tentang wali nikah serta relefansinya dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974” 
masalah yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah : Bagaimana kedudukan wali 
nikah menurut ulama Hanafiyah dan Syafi‟iyah ? Bagaimana ketentuan wali nikah 
menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Bagaimana persamaannya antara 
kedua ulama dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 
Adapun metode dalam penyusunan skripsi ini, adalah Metode Pendekatan 
yuridis, historis dan filosofi pendekatan yuridis yaitu mendekati masalah-masalah 
dengan memperlihatkan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, yang telah 
ditetapkan oleh syariat islam, historis dan filosofi, Adapun metode Pengumpulan 
Data yang digunakan adalah metode riset kepustakaan (Library Research) yaitu 
pelelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang 
ada relefansinya dengan pembahasan atau masalah-masalah yang akan dibahas. 
Hasil dari kajian ini di lihat dari perbedaan dan persamaanya, yaitu ulama Hanafi, 
berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal ataupun tidak 
sehat akal diwajibkan adahnya wali yang akan mengakadkan perkawinannya, 
sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat  
melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adahnya wali, ulama 
Syafi‟iyah, Syafi‟i berpendapat bahwa setiap akad perkawinan yang dilakukan 
oleh wali baik itu perempuan sudah dewasa atau masih kecil, janda atau perawan, 
sehat akal atau tidak sehat akal tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk 
mengakadkan perkawinannya. Adapun kesamaan dari kedua ulama dengan 
Undang-Undang Perkawinan diantaranya ; Ulama Hanafi memandang pernikahan 
harus menggunakan (ada) wali dalam akad pernikahan asalkan mempelai wanita 
tidak sekuffu dengan calon suaminya, sedangkan Ulama Syafi‟i memandang perlu 
adanya keharusan menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad 
nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda. Sedangkan dalam Undang-
Undang Perkawinan sendiri walaupun tidak menjelaskan secara terperinci wali 
sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan tetapi Undang-Undang 
Perkawinan menyinggung wali dalam perkawinan dalam pembatalan perkawinan 
terdapat pada Pasal 26 ayat (1). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
menyepakati wali nikah sebagai rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai 
wanita yang bertindak untuk menikahkannya hal ini sesuai dengan Pasal 19 KHI.  
Di Negara Indonesia telah diatur permasalahan wali nikah dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) jadi menurut penulis sebagai warga negara yang 
baik mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan 
umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakan dan 
dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam 
rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami, isteri), 
mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus 
generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut 
“keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang 
dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera 
yang bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.
1
 
Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana 
tersebut di atas, maka diperlukan perkawinan yang sah sesuai dengan norma 
agama tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan 
dan dibina oleh suami isteri tersebut sangat bergantung pada kehendak dan 
niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, 
dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir bathin antara pasangan 
suami isteri tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu 
(tidak lahir bathin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak 
berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian. Apabila perkawinan 
sudah berakhir dengan suatu perceraian maka yang menanggung akibatnya 
                                                 
   
1
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, ( Jakarta : Kencana, 
2008), h. 1 
11 
 
adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memprihatinkan. Perkawinan 
merupakan perintah Allah SWT, kepada hamba-Nya untuk memperoleh 
keturunan yang sah dalam masyarakat yaitu dengan mendirikan rumah tangga 
yang damai dan tentram. 
Demikian diungkapkan dalam Al-Qur‟an surat Ar-Ruum ayat 21 : 
                         
                     
Artinya : 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.2 
 
Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa, dari hidup bersama ini kemudian 
akan melahirkan anak dari keturunan mereka dan merupakan sandi yang 
paling utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Perkawinan adalah sandi 
keluarga, sedangkan keluarga adalah sandi di masyarakat, bangsa, dan umat 
manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai 
kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan.  
Perkawinan bukan merupakan perbuatan hukum saja tetapi juga 
merupakan sunnah Rasul sesuai sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Jama‟ah 
ahli hadis dan Imam Muslim : 
                                                 
    
2
Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, (Bandung : CV Jumanatul Ali Art, 2005), h. 
406 
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 َّنِّم َْسَيَلف ِتَِّ نُس ْنِع َبِغَر ْنََمفَء َاََسنّما ُجوََزحَأَو 
Artinya  
dan aku mengawini wanita-wanita, barang siapa yang benci terhadap 
sunnahku, maka ia bukan termasuk umatku. 
 
Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju 
kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Oleh karena itu, 
perkawinan ini dengan prolog dan epilogny, mengamanan dan pengamalan 
tata aturan adalah yang menjadi tugas suci bagi seluruh warga negara 
Indonesia.
3
 
Sejarah mencatat bahwa permasalahan yang timbul pertama dipersoalkan 
oleh generasi umat islam sesudah Muhammad Rasulullah SAW wafat adalah 
masalah kekuasaan politik atau pengganti beliau yang memimpin umat atau 
lazim disebut juga pesoalan Imamah. Pada masa tabi‟in peristiwa ini telah 
terjadi (masa imam-imam mazhab) saat itu juga umat islam sudah terpecah 
menjadi tiga kelompok besar yaitu : Khawarij, Syi‟ah dan Jumhur. Setiap 
golongan berpegang tegu kepada pendapat masing-masing dan pada umumnya 
mereka merasa bangga atas pendapat masing-masing serta berusaha 
mempertahankannya, hal ini menimbulkan perbedaan pandangan dalam 
menetapkan hukum Islam khususnya masalah-masalah pokok dalam furu. 
Dengan adanya perselisihan faham tersebut maka timbullah prinsip yang 
berbeda, diantaranya masalah-masalah pokok dalam furu hal inilah yang 
menjadi perhatian Islam terhadap ursah muslimah (keluarga muslimah) dan 
keselamatannya serta damainya kehidupan di dalamnya dan kita lihat juga 
                                                 
3
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2008) h. 14  
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metode-metode yang Islam syariatkan untuk mengatasi segalah perpecahan 
yang salah satunya muncul di tengah keluarga yaitu pernikahan. 
Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan 
bahwa yang di maksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan yang Maha Esa.
4
 Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa 
landasan perkawinan adalah Ketuhan yang Maha Esa, maka perkawinan yang 
sah adalah perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 
Dalam segi formalnya perkawinan itu harus dicatatkan pada kantor catatan 
sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain agama islam dan 
bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam 
dilakukan di kantor urusan agama (KUA). 
Suatu perkawinan itu bukan merupakan perbuatan hukum saja, tetapi juga 
merupakan perbuatan keagamaan, karena sah dan tidaknya perkawinan 
tergantung pada agama dan kepercayaan masing-masing. Karenanya 
perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 haruslah benar-benar 
atas dasar sukarela dan tidak ada unsur paksaan. 
Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam masyarakat Indonesia yang 
beragama islam menggunakan hukum Islam untuk mengatur masalah 
perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1) UUD No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. 
Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur 
                                                 
    
4
Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta : Indonesia Legal 
Center Publishing, 2007),  h. 71. 
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dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maksudnya bahwa perkawinan 
dikatan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukunnya dan apabila syarat-
syarat tidak lengkap maka perkawinan tersebut menjadi tidak dapat 
dilangsungkan dan apabila dari salah satu rukunnya tidak ada maka 
perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau batal. 
Peran wali nikah dalam perkawinan sangatlah penting dan menentukan, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang 
menyatakan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang 
harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
5
 
Menurut Hukum Islam, wali nikah itu sangat penting peranan dan 
keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah menentukan sahnya suatu 
perkawinan sesuai bunyi pasal yang telah dijelaskan di atas, akan tetapi  dalam 
permasalahan wali ini para imam mazhab memiliki presepsi yang berbeda-
beda ada yang mengatakan wali harus ada dalam pernikahan dan sebaliknya 
wali tidak menjadi rukun dalam suatu akad nikah. Untuk itu dalam penulisan 
ini penulis akan mencoba meneliti dasar-dasar imam mazhab Hanafiyah dan 
Syafi‟iyah menentukan keberadaan wali dalam pernikahan serta persamaannya 
dengan Undang-Undang Perkawinan.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka menjadi masalah pokok yang 
akan dibahas dalam tulisan ini adalah “Bagaiman pandangan antara Ulama 
                                                 
5
 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 
Islam, (Bandung : Citra Umara, 201), h. 328 
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Hanafiyah dan Syafi‟iyah tentang wali nikah dengan Undang-Undang No 1 
Tahun 1974 /KHI. 
Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas maka penulis 
mencoba membatasi pembahasan ini pada :  
1. Bagaimana kedudukan wali nikah menurut ulama Hanafiyah dan 
Syafi‟iyah ? 
2. Bagaiman ketentuan wali nikah menurut Udang-Undang No 1 Tahun 1974 
? 
3. Bagaimana persamaannya antara kedua Ulama dengan Undang-Undang 
No1 Tahun 1974 ? 
Berdasarkan batasan di atas dapat dipahami pembahasan pada tulisan ini 
menyangkut tentang bagaimana pandangan Ulama Hanafiyah dan Syafi‟iyah 
tentang wali nikah serta relefansinya dengan Undang-Undang Perkawinan. 
C. Pengertian Judul 
Judul Skripsi ini adalah “ Pandangan Mazhab Hanafiyah dan Syafi‟iyah 
tentang wali nikah serta relefansinya dengan Undang-Undang No 1 Tahun 
1974” 
Agar tidak terlalu kerancauan dalam memahami judul, maka penulis akan 
memberikan pengertian beberapa istilah teknis tersebut :  
“ Pandangan ialah gambaran, pemikiran tentang suatu hal/masalah 
“Ulama Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi 
“Ulama Syafi‟iyah pendiri Mazhab Sayafi‟i 
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“Wali ialah seseorang yang karena kedudukanya berwenang untuk 
bertindak terhadap dan atas nama orang lain.
6
 
“Pernikahan ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis7 
Berdasarkan pengertian yang dimaksudkan di atas maka secara 
operasional pengertian judul ini ialah pandangan dari Mazhab Hanafi dan 
Syafi‟i tentang wali nikah, kemudian persamaanya dengan Undang-Undang 
No 1 tahun 1974. 
D. Tinjauan Pustaka 
Dari tinjauan pustaka ini penulis merujuk kepada beberapa referensi yang 
berhungan dengan pembahasan judul skripsi ini. Adapun referensi tersebut 
antara lain :  
Muhammad Jawad Mughniyah, dalam Fiqih lima Mazhab, buku ini selain 
memaparkan biografi lima mazhab tetapi juga berbagai pandangan yang 
berbeda, dan sekaligus memuat kesepakatan para ulamah dalam masalah fiqih. 
Prof. Dr. Abdurahman Ghozali, dalam Fiqih Munakahat, buku ini 
membahas dari pengertian perkawinan syarat dan rukun, tujuan dan 
hukumnya, dan perwalian.  
Dedi Supriyadi, Fiqih Munakahat Perbandingan, buku ini membahas dari 
perwalian dalam pandangan mazhab dan berbagai metode ijtihad serta 
menentukan hukum-hukumnya. 
                                                 
       
6
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat 
dan Undang-Undang perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 69 
       
7
Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456.  
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Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam.  
Prof. Dr. H Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di 
Indonesia, buku ini selain membahas tentang asas-asas hukum perkawinan 
dan problematika di Indonesia. 
Prof. Dr Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonsia, Antara 
Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, buku ini memaparkan 
secara terperinci beberapa muatan hukum dalam sebuah ikatan perkawinan.  
E. Metode Penelitian 
Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode 
yaitu :  
1. Metode Pendekatan 
a. Pendekatan Yuridis, yakni mendekati masalah-masalah dengan 
memperlihatkan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, yang telah 
ditetapkan oleh syariat islam khususnya tentang wali nikah dalam 
pernikahan. 
b. Pendekatan Historis, yakni suatu pendekatan dengan cara 
mempelajari tentang pentingnya wali dalam pernikahan. 
c. Pendekatan Filosofi, yaitu cara pandang atau paradigma yang 
bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai 
suatu yang berada di objek formal terkhusus kepada Ulama Mazhab 
Hanafi dan Syafi‟i  
2. Metode Pengumpulan Data 
18 
 
Dalam pengumpulan data digunakan metode library research yaitu 
dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan yang ada 
relefansinya dengan masalah-masalah yang akan dibahas dengan cara 
membaca dan mempelajari buku-buku yang ada kaitanya dengan 
pembahasan yang akan dibahas. 
3. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang terkumpul melalui library research akan diolah dengan 
mengunakan teknik sebagai berikut : 
a. Teknik Deduktif, yakni menganalisa data yang bersifat umum, 
kemudian diuraikan untuk dapat memperoleh kesimpulan yang 
bersifat khusus. 
b. Metode Komparatif, yankni metode yang digunakan dengan 
membanding-bandingkan dari beberapa data atau pendapat yang 
masuk, kemudian mengambil suatu kesimpulan yang dianggap lebih 
kuat dan tepat. 
F. Tujuan dan Keguanaan 
Tujuan dan kegunaan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai 
berikut : 
 
 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui lebih intensif pandangan Ulama Hanafiyah tentang 
wali dalam pernikahan 
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b. Untuk mengetahui lebih intensif pandangan Ulama Syafi‟iyah tentang 
wali dalam pernikahan. 
c. Untuk mengataui lebih jelas wali nikah menurut Undang-Undang No 1 
tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 
2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai tambahan 
dan menjadi bahan komperatif terhadap perkembangan kajian-kajian 
hukum islam terutama berhubungan dengan pernikahan khususnya 
permasalahan wali dalam pernikahan. 
G. Sistematika Penulisan 
Untuk mengetahui gambaran keseluruhan pembahasan peneliti ini 
berikut akan dikemukakan bahasan pokok dalam tiap bab. 
1. Bab I Pendahuluan  
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan 
ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahas pandangan antara 
Ulama Hanafiyah dan Syafi‟iyah tentang walinikah serta relefansinya 
dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, kemudian merumuskan 
kedalam beberapa rumusan dan masalah yang menjadi acuan dalam 
pembahasan ini, selanjutnya defenisi dan operasional ruang lingkup 
pembahasan untuk mendapatkan pengertian yang jelas dari judul yang di 
maksudkan. Didalamnya, diuraikan pula metodologi penelitian yang 
dugunakan, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini dan 
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diakhiri dengan garis besar isi skripsi semua hal di atas merupakan 
kerangka awal dalam pembahasan selanjutnya. 
2. Bab II Ruang lingkup Perkawinan 
Bab ini membahas tentang ruang lingkup perkawinan dan bagaimana 
wali dalam pernikahan. 
3. Bab III Biografi dan Lahirnya Undang-Undang Perkawinan  
Berisi tentang biografi dan lahirnya Undang-Undang serta pandangan 
Ulama Hanafiyah, Syafi‟iyah dan ketentuan Undang-Undang Perkawinan 
tentang wali dalam pernikahan/KHI. 
4. Bab IV Perbandingan Ulama Hanafiyah tentang wali nikah kesamaanya 
dengan Undang-Undang Perkawinan/KHI 
Berisi tentang perbedaan Ulama Hanafiyah, Syafi‟iyah dan 
persamaanya dengan Undang-Undang Perkawinan/KHI. 
5. Bab V Penutup. 
Bab ini merupakan penutup dikemukakan kesimpulan dan implikasi 
penelitian sebagai rekomendasi yang lahir dari uraian-uraian yang telah 
dikemukakan sebelumnya. 
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BAB II 
PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM 
 
A. Pengertian Perkawinan 
Dalam bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan 
hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, 
berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling 
memasukan, dan dugunakan untuk arti tersebut (wathi). Kata “nikah” sendiri 
sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad 
nikah. 
Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa defenisi, diantaranya 
adalah menurut Abu Yahya Zakariya Al Anshari mendefenisikan nikah 
menurut istilah syariat ialah akad yang mengandung ketentuan hukum 
kebolehan hubungan seksual dengan lafaz atau tazwij atau semakna dengan 
keduanya
8
 
Dari beberapa pengertian nikah tersebut di atas maka dapat penulis 
kemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan 
wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua bela pihak, yang dilakukan 
oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarah yang telah ditetapkan syarah 
untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain 
                                                 
8
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2008),  h. 7-8 
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saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah 
tangga.
9
 
Disamping itu, Komplikasi Hukum Islam di Indonesia menberikan 
defenisi lain yang tidak mengurangi arti-arti defenisi UUD tersebut, namun 
bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: perkawinan 
menurut Islm adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan 
qholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah (pasal 2).
10
 
Dalam pandangan islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan 
ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah, sunnah Allah 
berarti menurut kodrat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah 
Rasullah berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya 
sendiri dan untuk umatnya. 
Sebagaimana firman Allah SWT QS, Ath, Thuur (51) : 49 yaitu 
                      
Terjemahannya : 
 Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu 
mengingat akan kebesaran Allah
11
 
 
 
 
 
 
B. Syarat dan Rukun Perkawinan 
                                                 
9
 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 
h.10-11. 
10
 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonsia, (Jakarta : Indonesia Legal 
Center Publishing, 2007), h. 142 
11
  Al-Quaran Al-Karim dan Terjemahannya, (Bandung : CV Jumanatul Ali Art, 2005), h. 
522. 
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1. Syarat Nikah 
Syarat yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya 
suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 
rangkaian pekerjan itu, seprti menutup aurat untuk shalat.
12
 
 Syarat yang berhubungan dengan kedua calon mempelai pria dan 
wanita adalah :  
a. Keduanya memiliki identitas dan keberadaan yang jelas. 
b. Keduanya beragama islam. Sebagaimana firman Allah SWT QS.Al-
Baqarah (2) : 221. 
                     
                      
                         
                      
Terjemahan :  
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 
musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-
orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia 
menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga 
dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-
perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. 
c. Keduanya tidak dilarang melangsungkan perkawinan islam (larangan 
karena berbeda agama, hubungan darah, hubungan perkawinan, 
sepersusuan, poliandri). 
                                                 
12
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 46  
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d. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melaksanakan 
perkawinan 
e. Unsur Kafa’ah (kesamaan) antara kedua bela pihak. 
f. Adanya hak dan kewajiban dalam suami istri13 
Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. 
Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan 
menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami isetri. 
Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang perkawinan di 
Indonesia No 1 Tahun 1974 dalah : 
1) Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon 
pengantin. 
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum capai umur 
21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua 
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal 
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, 
maka izin dimasuk ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua 
yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 
kehendaknya. 
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan 
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh 
dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 
                                                 
13
Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan fiqh Kontemporer, (Jakarta : Raja Wali Pers, 
2008) h. 301-311. 
25 
 
hubungan dara dalam garis keturunan keatas selama mereka masih 
hidup atau dalam menyatakan kehendak. 
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang 
disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau 
lebih diantaranya mereka tidak menyatakan pendapat maka 
pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan 
melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat 
memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang 
tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.  
6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini 
berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan 
kepercayaanya itu dari yang bersangkutan menentukan lain.
14
 
2. Rukun Nikah 
Rukun yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya 
suatu pekerjaan (ibadah) dan suatu itu termasuk dalam rangkaian 
pekerjaan itu seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram 
untuk shalat.
15
 
 Rukun nikah menurut hukum islam meliputi hal, yaitu : calon 
suami, calon istri, wali, saksi dan ijab Kabul. 
a. Calon Mempelai 
Calon suami dan calon isteri, biasanya hadir dalam upacara 
pernikahan. Calon isteri selalu ada dalam upacara tersebut, tetapi 
                                                 
14
Undang-Undang RI No 1 Tahaun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 
Isam, (Bandung : Citra Umbara, 2013) h. 3-4. 
15
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 45. 
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calon suami, mungkin  karena sesuatu keadaan, dapat mewakilkan 
kepada orang lain dalam ijab Kabul. 
b. Wali Nikah  
Walli yang menjadi rukun nikah adalah wali nasab, yaitu wali yang 
mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita. 
c. Saksi  
Saksi dalam pernikahan harus terdiri dari dua orang yang memenuhi 
syarat. 
d. Ijab Kabul 
Tentang pelaksanaan ijab Kabul atau akad, pernikahan harus dimulai 
dengan ijab dan dilanjutkan dengan Kabul.
16
  
Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat :  
Imam Maliki mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, 
yaitu :  
1) Wali dari pihak perempuan 
2) Mahar (maskawin) 
3) Calon pengantin laki-laki 
4) Calon pengantin perempuan 
5) Sighat akad nikah 
Imam Syafi‟i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu :  
1) Calon pengantin laki-laki. 
2) Calon pengantin perempuan.  
                                                 
16
Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, (Jakarta : Rajawali Pers, 
2008), h. 299-230.  
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3) Wali 
4) Dua orang saksi 
5) Sighat akan nikah. 
Menurut Ulama Hanafih, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul 
saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon 
pengantin laki-laki).
17
 
Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk 
dalam rukun, karena mahar trsebut tidak mesti disebut dalam akad 
perkawinan. Dengan demikian mahar itu termasuk dalam syarat 
perkawinan. 
 
C. Tujuan dan Hukum Perkawinan 
1. Tujuan perkawinan 
Tujuan perkawinan pada umumnya tergantung pada masing-masing 
individu yang akan melakukan, karena lebih bersifat objektif. Namun 
demikian ada tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang 
yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan 
dan kesejahteraan dunia dan akhirat. 
Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai 
berikut : 
a. Melaksanakan Libido Seksual 
                                                 
17
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 46-47 
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Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai 
insting seks, hanya kadar dan instensitasnya yang beda. Dengan 
pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya 
kepada seseorang perempuan dengan sah begitu pula sebaliknya. 
Dalam firman Allah QS, Al-Baqarah (2) : 223, yang berbunyi : 
                       
                
 Terjemahanya : 
isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok 
tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu 
bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) 
untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-
orang yang beriman.
18
 
 
b. Memperoleh Keturunan 
Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria 
ataupun wanita, akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak 
bukanlah suatu kewajiban melainkan amanah dari Allah SWT, 
walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk 
tidak mempunyai anak
19
 
c. Memperoleh Kebahagiaan dan Ketentraman 
Dalam hidup berkeluarga perlu adahnya ketentraman, 
kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang 
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Al-Quran  Al-Karim dan Terjemahannya (Bandung : CV Jumanatul Ali Art, 2005) 
19
Slamet Abidin Dan Amiruddin, Fiqh Munakahat 1, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999) 
h. 12-14 
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bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan 
ibadah. 
Firman Allah SWT QS. An Nahl S (16) : 72 yang berbunyi : 
                  
                     
      
Terjemahannya : 
Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri 
dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan 
cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka 
Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari 
nikmat Allah ?"
20
 
d. Mengikuti Sunnah Nabi SAW 
Sebagaimana Hadis Nabi yang artinya : “nikah itu adalah 
sunnahku maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku dia 
bukan umatku” 
 
e. Menjalankan Perintah Allah SWT 
Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menikah 
apabila telah mampu untuk melaksanakannya baik secara lahir dan 
bathin. 
f. Untuk berdakwah. 
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Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya,( Bandung : CV Jumanatul Ali Art, 2005), h. 
274. 
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Dari poin-poin diatas tentang tujuan pernikahan menurut hukum 
islam dapat disimpulkan yaitu untuk memenuhi tuntunan naluri hidup 
manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 
mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-
Nya. 
2. Hukum Perkawinan 
Kaum muslimin bersepakat bahwa menikah merupakan bahwa 
perkara yang di syari‟atkan21 secara rinci hukum pernikahan adalah 
sebagai berikut : 
a. Wajib  
Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya 
telah mendesak serta takut terjerumus dalam lemba perzinahan. 
Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib maka jalan yang 
terbaik adalah menikah. 
Imam Al-Qurtuby berkata dalam kitab fiqh sunnah bahwa. 
“bujangan yang sudah mampu menikah, yang takut dirinya dan 
agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain, 
kecuali dengan pernikahan maka tidak ada perselisihan pendapat 
tentang wajibnya ia nikah. Jika nafsunya telah mendesak, sedang ia 
tidak mampu menafkahi istrinya, maka Allah nanti akan melapangkan 
rejekinya”.22 
Firman Allah SWT Q.S An-Nur ayat 33 yang berbunyi : 
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Abu Malik Kamal As Sayyid Salim, Shahih Fiqh Sunnah III, (Jakarta : Pustakan 
Azzam, 2007), h.110 
22
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunna I, (Jakarta: Pena Pendi Aksara, 2004), h. 491 
31 
 
                    
Terjemahannya :  
Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga 
kesucian (diri) nya, sehingga Allah memberikan Kemampuan Mereka 
dengan Karunia-Nya
23
 
   
Senada dengan pendapat ini adalah ulama Malikiyah yang 
mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya 
dan takut akan dirinya terjerumus kejurang perzinahan manakala ia 
tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup. Selanjutnya 
Malikiyah memberikan beberapa kriteria tentang wajibnya menikah 
bagi seorang, yaitu : 
1) Apaila takut dirinya akan terjerumus ke dalam lembah 
perzinahan. 
2) Untuk mengengkangnya tidak mampu berpuasa, atau 
mampu berpuasa tapi tidak mengekang nafsu. 
3) Tidak mampu menyatukan kekayaan umat manusia. 
Sedangkan ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa menikah itu 
hukumnya wajib bagi seorang dengan syarat sebagai berikut : 
1) Yakin apabila tidak menikah akan terjerumus ke dalam 
lembah perzinahan 
2) Tidak mampu berpuasa untuk mengengkang nafsu 
seksualnya. 
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Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya,(Bandung : CV Jamanatul Ali Art, 2005), 
h.354  
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3) Tidak mampu menyatukan kekayaan umat 
4) Mampu memberikan mahar dan memberikan nafkah.24 
b. Sunnah 
Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu 
mengendalikan diri dari perbuatan perzinahan, maka hukunya nikah 
baginya sunnah, karena menjalan hidup sebagai pendeta (anti nikah) 
sama sekali tidak dibenarkan dalam islam. 
c. Haram 
Bagai orang yang tidak menginginkanya karena tidak mampu 
memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada 
isterinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai 
keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka 
hukum menikah adalah haram. 
Al-Qurtuby berkata, “bila seorang laki-laki tidak mampu 
menafkahi istrinya atau membayar maharnya, serta tidak mampu 
memenuhi hah-hak istrinya sebelum ia dengan terus terang 
menjelaskan keadaan itu kepadanya atau sampai datang saatnya ia 
mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu kalau sesuatu hal ia 
menjadi lemah, tidak mampu menggauli istrinya, maka ia wajib 
menerangkan dengan terus terang agar calon istrinya tidak tertipu 
olehnya”. 
                                                 
24
Slamat Abidin dan Amiruddin, Fiqh Munakahat, ( Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 
h. 32-33  
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Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar bahwa dirinya tidak 
mampu memenuhi hak-hak suaminya, atau ada hal-hal yang 
menyebabkan sakit kusta atau karena sakit kemaluanya, maka ia tidak 
boleh mendustainya. Ia wajib menerangkan semua itu kepada calon 
suaminya ibarat seorang pedagang yang harus menerangkan keadaan 
barang-barangnya bila mana terdapat aib. Kalau ternyata salah satu 
pasangan mengetahui aib pada pasanganya maka boleh 
mengatakanya. Demikian pula sebaliknya.
25
 
d. Makruh  
Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah 
syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun 
tidak merugikannya ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat 
yang kuat juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah 
syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut 
suatu ilmu. 
Para ulama dari kalangan Malikiyah mengatakan bahwa 
menikah itu hukumnya makruh bagai seorang yang tidak memiliki 
keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya 
kepada istri. 
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Sayyid Sabiq, Fiqh Sunna I, ( Jakarta : Pena Pendi Aksara, 2004), h. 492.   
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Adapun ulama As-Syafi’iyah mengatakan bahwa menikah itu 
hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran 
tidak mampu memberikan kewajiban pada istrinya.
26
 
e. Mubah 
Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang 
mewajibkan segerah menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan 
ia harus menikah, maka hukumnya mubah. Ulama Hambali 
mengatakan bahwa muba hukumnya bagi orang yang tidak 
mempunyai keinginan untuk menikah. 
D. Wali Dalam Perkawinan 
1. Pengertian Wali 
Yang dimaksudkan dengan wali secara umum adalah seseorang yang 
karena kedudukannya berwewenang untuk bertindak terhadap dan atas 
nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang 
lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada 
dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik 
dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan 
wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan 
dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak 
laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.
27
 
2. Kedudukan Wali dalam Perkawinan 
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Slamaet Abidin dan Amiruddin, Fiqh Munakahat, ( Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 
h. 35 
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Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesi, Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2011),  h. 69 
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Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti 
dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu 
ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menerut kesepakatan ulama 
secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat 
berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai 
perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya 
untuk kelangsungan perkawinan tersebut. 
 Hal senada juga dapat dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam 
pasal 19 yang berbunyi : “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun 
yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak 
menikahkannya.”28 
 Tidak ditemukan satu ayat pun yang jelas secara „iba rat al-nas’ yang 
menyatakan keberadaan wali dalam pernikahan. Namun dalam Al-Qur‟an  
terdapat petunjuk nas yang iba rat-nya tidak menunjukan kepada 
keharusan adanya wali, tetapi dari ayat itu secara isyarat dapat dipahami 
tentang keberadaan wali. 
 Diantaranya ayat Al-Qur‟an yang mengisyaratkan adanya wali adalah 
sebagai berikut : 
Surat Al-Baqarah ayat 232 
                         
 Terjemahannya : 
                                                 
28
Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 
Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2013), h. 328  
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   Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, 
Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan 
bakal suaminya.
29
 
 
 Surat Al-Baqarah Ayat 221 : 
                      
     
 Terjemahannya : 
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik 
dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.  
 
 Surat An-Nur Ayat 32 : 
                         
                    
Terjemahannya : 
 Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin 
Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha 
Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. 
 
3. Macam-Macam Wali  
a. Macam-macam wali nikah adalah sebagai berikut : 
1) Wali Nasab  
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 Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya, ( Bandung : CV Jamanatul Ali Art, 2005), h. 
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Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon 
mempelai perempuan yang mempuanyai hubungan darah patrinial 
dengan calon mempelai perempuan 
2) Wali Hakim 
 Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang 
berwewenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau 
petugas lain dari Departeman Agama. Calon mempelai perempuan 
dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui 
Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang 
ditempuh. 
3) Wali Hakam 
Wali hakam adalaah seorang yang masih termasuk kaluarga 
calon mempelai perempuan walaupun bukan wali nasab, tidak 
mempunyai hubungan dara patrinial tetapi dia mempunyai 
pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali 
perkawinan. 
4) Wali Maula 
Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya artinya 
majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang 
berada dalam perwalian bilamana perempuan itu rela 
menerimanya. Perempuan yang di sini dimaksudkan terutama 
adalah  hamba sahaya yang berada dibawa kekuasaannya. Dalam 
38 
 
hal ini boleh tidak majikan menjadi wali sekaligus menikah-kannya 
dengan dirinya sendiri. 
4. Syarat-Syarat Wali 
a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila 
tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seorang 
yang melakukan akad.
30
 Hal ini mengambil hadis dari hadis Nabi yang 
berbunyi :  
“Diangkatan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang 
yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampi ia 
dewasa dan orang gila sampai ia sehat”. 
b. Tidak boleh perempuan menjadi wali bagi laki-laki. Dalilnya adalah 
hadis Nabi dari Abu Hurairah yang telah di kutip di atas  
c. Muslim; tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali 
untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah SWT dalam Surat Ali 
Imran ayat 28 : 
                       
           
   
 
  Terjemahannya : 
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Amir Syarifuddin, Hukum Perkawian Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan,( Jakarta : Kencana, 2011),  h. 76  
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Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir 
menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa 
berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.
31
 
 
d. Orang/Merdeka. 
e. Tidak berada dalam pengampunan atau mahjur alaih. Alasanya ialah 
orang yang berada dibawa pengampunan tidak dapat berbuat hukum 
dengan sendirinya. Kedudukanya sebagai wali merupakan suatu 
tindakan hukum. 
f. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaanya 
tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan 
mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut. 
g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering 
terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan 
santun. 
h. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini 
berdasarkan kepada hadis Nabi dari „Usman menurut riwayat Muslim 
yang mengatakan : 
 “ Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang 
dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang”. 
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     BAB III 
BIOGRAFI DAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN  
SERTA WALI NIKAH DARI PANDANGAN ULAMA DAN  
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN 
 
A. Biografi Ulama Hanafi 
Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah An-
Nukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian 
hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan 
pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak 
heran jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, muncul seorang ulama besar 
seperti Abu Hanifah. 
Dilahirkan di Kufa pada tahun 80 H/699 M, pada masa pemerintahan Al-
Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil 
dan tumbuh menjadi dewasa di sana. Sejak kanak-kanak beliau telah mengkaji 
dan menghafal Al-Qur‟an. Beliau dengan tekun senantiasa mengulang-ulang 
bacaanya, sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam 
ingatannya, sekaligus menjadikan beliu lebih mendalami makna yang 
dikandung ayat-ayat tersebut. Dalam hal memperdalam pengetahuannya 
tentang Al-Quar‟an beliau sempat berguru kepada Imam Asian, seorang ulama 
terkenal pada masa itu. 
Selain memperdalam Al-Quar‟an beliau juga aktif mempelajari ilmu fiqh. 
Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, diantaranya kepada Anas bin Malik, 
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Abdullah bin Aufa dan Abu Tufail Amir, dari mereka, beliau juga mendalami 
ilmu hadis.  
Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang. Beliau 
sendiri sempat terlibat dalam usaha perdagangan, namun hanya sebentar 
sebelum beliau memutuskan perhatian pada soal-soal keilmuan.  
Beliau juga dikanal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari 
ilmu. Sebagai gambaran, beliau pernah belajar fiqih kepada ulama yang paling 
terpandang pada masa itu, yakni Humad bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari 
18 tahun lamanya. Setelah wafat gurunya, Imam Hanifah kemudian mulai  
mengajar di banyak majlis ilmu di Kufah. 
Sepuluh tahun sepeninggalan gurunya, yakni pada tahun 130 H. Imam 
Abu Hanifah pergi meninggalkan Kufah menuju Makkah. Beliau tinggal 
beberap tahun lamanya di sana, dan ditempat itu pula beliau bertemu dengan 
salah seorang murid Abdullah bin Abbas ra. 
Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang 
sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat tawadhu,; dan sangat teguh 
memegang ajaran agama. Eliau tidak tertarik kepada jabatan-jabatan resmi 
kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak twaran sebagai hakim (Qadhi) 
yang ditawarkan oleh Al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu beliau 
dipenjarahkan hingga akhir hayatnya. 
Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. 
Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Ada tahun 450 H/1066 M, 
didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami‟ Abu Hanifah. 
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Sepeninggalan beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melaui murid-
muridnya yang cukup banyak. Diantara murid-murid Abu Hanifah yang 
terkenal adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Waki‟ bin Jarah Ibn Hasan  
Al-Syaibani, dan lain-lain. Sedang diantara kitab-kitab Imam Abu Hanifah 
adalah : Al-Musuan (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), Al-
Mamakharij (buku ini di nisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan 
oleh Abu Yusuf ), dan fiqh Akbar (kitab Fiqh yang lengkap).
32
 
Salah satu metode ijtihad, yaitu istimbath, yang terkenal dari Abu 
Hanifah adalah penggunaan akal sehat, bahkan dalam beberapa hal, ia seperti 
mementingkan pertimbangan akal daripada hadis. Urutan metode pemikiran 
Abu Hanifah dalam pernyataannya. 
“Saya mendasarkan pemikiran pada kitab Allah apabila saya 
mendapatkannya. Jika tidak mendapatkannya, saya mendasarkan diri pada 
sunnah Rasul dan atsar-atsar yang sahih dan masyhur dari orang-orang yang 
terpeercaya.apaila hanya mendapatinya dalam kitab Allah dan sunnah Rasul, 
saya berpegang pada perkataan sahabat. Saya ambil yang saya kehendaki dan 
saya inggalkan yang saya tidak kehendaki. Saya tidak keluar dari perkataan 
sahabat kepada perkataan orang lain. Apabila keadaan telah sampai kepada 
Ibrahim Al-Nakha‟i, As-Sa‟bi, Al-Hasan, Ibn Siri, dan Said ibn Musayyab, 
saya pun berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”. 
Menurut Sahl ibn Muhazim, Abu Hanifah berpegang pada riwayat yang 
terpercaya, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari keburukan dan 
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memerhatikan muamalah sesama manusia serta kebiasaan (u’ruf). Ia juga 
mendasarkan pemikirannya pada qiyas. Jika tidak ada dalam qiyas, ia 
berpegang pada istihsan selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak demikian, ia 
berpegang pada uruf. Dari kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa metode 
pemikiran Abu Hanifah yang dikembangkan dalam mazhab Hanafi secara 
berurutan meliputi kitabullah, sunnah-tetapi hadis-hadis benar-benar sahi dan 
mu‟tamad sajalah yang dijadikan sandaran selain hadis sahih dan masyhur di 
kalangan ulama-fatwa para sahabat, qiyas, uruf. 
Ada beberapa perbedaan metode istimbath mazhab Hanafi dengan 
mazhab-mazhab lainnya. Abu Hanifah adalah satu-satunya Imam Mazhab 
yang berkebangsaan bukan Arab. Selain itu, ia hidup di Kufah, yang jauh dari 
pusat peredaran hadis. Kalaupun hadis tersebut beredar, hal itu tidak lebih 
karena alasan politik. Kondisi ini menyebabkan Kufah menjadi salah satu 
tempat pemalsuan hadis. 
Mazhab Hanafi banyak dianut di Afganistan, Turki, Asia Tengah, Mesir, 
India, dan Tiongkok. Bahkan, di sebagian negara tersebut mazhab ini 
dijadikan mazhab resmi negara. Selain itu, mazhab ini berkembang di daerah-
daerah yang berada jauh di luar pusat kekuasaan Islam, dan lebih sepertiga 
umat Islam di dunia menganut mazhab Hanafi.
33
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B. Biografi Ulama Syafi’i 
Imam syafi‟i, yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi‟i adalah : 
Muhamad bin Idris Asy-Syafi‟i Al-Quarisyi. Beliau dilahirkan di Gazzah, 
pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. 
Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang 
miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalgi malas. Sebaliknya, 
beliau bahkan giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang menyak 
terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-
Qur‟an. 
Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Mekah mempelajari ilmu 
fiqh dari Imam Malik. Merasa harus memperdalam pengetahuannya, beliau 
kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari fiqh, dari murid Imam Abu 
Hanifah yang masih ada. Dalam perantauanya tersebut, beliau juga sempat 
mengunjugi Persia, dan beberapa tempat lain. 
Setelah wafat Imam malik (179 H), beliau kemudian pergi ke Yaman, 
menetap dan mengajarkan ilmu di sana,  bersama Harun Al-Rasyid, yang telah 
mendengar kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk dating ke 
Baghdad. Imam Syafi‟i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau 
dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu 
itulah mazhab beliau mulai dikenal. 
Tak lama selah itu, Imam Syafi‟i kembali ke Mekah dan mengajar 
rombongan jamaah haji yang dating dari berbagai penjuru.  Melaui mereka 
inilah, mazhab Syafi‟i menjadi tersebar  luas ke penjuru dunia. 
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Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negri Mesir. Beliau mengajar di masjid 
Amru bin As. Beliau juga menulis kitab Al-Um, Amali Kubra,kitab Risalah, 
Ushul Al-fiqh, dan memperkenalkan, Waul jaded sebagai mazhab baru. 
Adapun dalam hal penyusunan kitab Ushul Fiqh, Imam Syafi‟i dikenal 
sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut. 
Di Mesir inilah akhirnya Imam Syafi‟i wafat, setelah menyebarkan ilmu 
dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih 
dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih ramai di 
ziarahi orang. Sedang murid-murid beliau yang terkenal, diantaranya adalah : 
Muhammad bin  Abdullah bin Al-Hakam, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya 
Al-Muzani, Abu Ya‟qub Yusuf bin Yahya Al-Buaiti.34 
Tipologi atau metode khas istimbath Imam Syafi‟i didarsarkan pada Al-
Qur‟an As-Sunnah, ijma dan qiyas. Fiqh syafi‟i merupakan campuran antara 
fiqh ahli ra‟yu dan ahli hadis. Perpaduan ini ia bangun dalam ushul fiqh yang 
dikenal dengan aliran mutakallimin (kalam). 
Imam Asy-Syafi‟i menggunakan Al-Qur‟an sebagai sumber hukum dan 
syariat. Lalu, ia merujuk pada hadis sebagai penetapan hukum. Jika hadis 
dianggap cukup dalam menetapkan hukum, ra’yu ia kesampingkan. Imam 
Asy-Syafi‟i menggunakan ijma sebagai penetapan hukum setelah hadis karena 
secara empiris, fiqhnya mengarahkan ijma sebagai hujjah, bahkan lebih 
mengutamakan ijma atas hadis yang disampaikan atas satu orang (hadis ahad). 
Selanjutnya, Imam Asy-Syafi‟i menetapkan qiyas dalam metode istimbath-
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nya. Dapat dikatakan bahwa Imam Asy-Syafi‟i adalah orang yang pertama 
menjelaskan qiyas secara terperinci.
35
 
 
C. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan 
Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada hukum tertulis tentang 
perkawinan bagi golongan-golongan tertentu. Yang menjadi masalah waktu 
itu adalah bagi warga bumiputra yang beragama Islam. Bagi mereka tidak 
adaa aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak ada undang-
undang tersendiri yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah 
perkawinannya. Bagi mereka selama itu berlaku hukum Islam yang sudah 
diresipilir dalam hukum adat berdasarkan teori receptive yang dikemukakan 
oleh Hurgronye, Van Vollen Hoven, Ter Haar, dan murid-murinya. 
Tuntunan beberapa organisasi wanita di masa itu cukup memberikan 
gambaran bahwa usaha memiliki Undang-Undang Perkawinan sudah 
diusahakan sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini dapat dibuktikan pula 
bahwa persoalan tersebut perna dibicaraka di  Volksraad dalam rangka 
memenuhi tuntunan beberapa organisasi pada masa tersebut. 
Setelah Indonesia merdeka, usaha mendapatkan undang-undang tetap 
diupayakan. Pada akhir tahun 1950 dengan Surat Penetapan Menteri Agama 
RI Nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk  Panitia Penyelidik 
Peraturan  dan Hukum Perkawinan, Talak rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku 
Moh. Hasan, tetapi panitia ini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya 
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karena banyak hambatan tantangan di dalam melaksanakan tugasnya. Karena 
panitia tersebut diangkap tidak dapat beerja secara efektif maka setelah 
mengalami beberapa perubahan, pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah 
panitia baru yang diketuai oleh Mr. Noer Persoetjipto. Pembentukan panitia 
baru ini dimaksudkan agar dapat bekerja lebih efektif lagi kerena panitia yang 
lama dianggap belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. 
Musyawarah Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan pada tahun 1960 
dan Konferensi BP4 pusat tahun 1962 berturut-turut setiap tahun hingga tahun 
1973, serta seminar hokum oleh PERSAHI pada tahun 1963, semua mendesak 
pada pemerintah karena rencana Undang-Undang  perkawinan yang sudah 
lama diajukan pada DPR RI suapaya segerah dibahas lagi. Kemudian MPRS 
dengan Ketetapan Nomor XXVII Tahun 1966 menghendaki agar segerah 
diundangkan Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya desakan berbagai 
pihak agar segerah diwujudkan Undang-Undang Perkawinan, maka 
pemerintah mengajukan dua buah rencana Undang-Undang Perkawinan  untuk 
dibahas di DPR RI. Pertama, RUU tentang pokok-pokok Perkawinan Umat 
Islam tidak dapat disahkan oleh DPR pada tahun 1968 karena 1 fraksi 
menolak, 2 fraksi tidak jalan, 13 setuju. Setelah dibentuk DPR RI hasil pemilu 
tahun 1971, maka semua RUU tentang Perkawinan tersebut dikembalikan 
kepada pemerintah. 
Dalam kurun waktu lebih lanjut, symposium ISWI (Ikatan Sarjana Muda 
Indonesia) tanggal 29 Januari 1972 memberi sara kepada pengurusnya agar 
memperjuangkan kembali Undang-Undang Perkawinan untuk diberlakukan 
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kepada seruruh warga negara Indonesia. Kemudian Badan Musyawarah 
Organisai-organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 
juga mendesak pemerintah agar mengajukan kembali kedua RUU tentang 
Perkawinan yang dahuku dikembalikan oleh DPR kepada pemerintah, agar 
dibahas kembali oleh DPR RI. Akhirnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 
membicarakan kembli tentang hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia 
dalam acara sarasehan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februai 1973 di 
Jakarta dan mengharapkan agar pemerintah segerah mengajukan kembali 
RUU tentang Perkawinan kepada DPR RI untuk dibahas kembali dan 
dilaksanakan sebagai undang-undang yang diberlakukan untuk seluruh warga 
Negara Indonesia. 
Dengan amanat Presiden RI tanggal 31 Juli 1973 Nomor 
R.02/PU./VII/1973 kepada pimpinan DPR RI disampaikan Undang-Undang 
Perkawinan yang terdiri dari VI bab 73 pasal. Keterangan pemerintah tentang 
RUU perkawinan ini disampaikan oleh Mentri Kehakiman pada tanggal 30 
Agustus 1973. Banyak saran dan usulan yang disampaikan masyarakat kepada 
DPR RI sehubungan dengan RUU tentang Perkawinan ini. Usulan usulan dan 
saran-saran tersebut disampaikan masyarakat kepada DPR RI sehubungan 
dengan adanya anggapan bahwa ada beberapa pasal dalam RUU tentang 
Perkawinan yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR RI itu tidak sesuai 
dengan kondisi masyarakat Indonesia yang religius dan bertentangan dengan 
norma agama yang dianut. 
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Pemandangan umum atas RUU tentang Perkawinan ini diberikan oleh 
wakil-wakil fraksi pada tanggal 17-18 September 1973. Jawaban pemerintah 
diberikan oleh Menteri Agama RI pada tanggal 2 September 1973, yang 
pokoknya pemerintah mengajak semua pihak, terutama anggota DPR RI untuk 
mencari jalan keluar terhadap beberapa persoalan hukum yang terdapat dalam 
RUU tentang Perkawinanan itu belum selesai. Di luar sidang diadakan 
pendekatan (lobbying) antara fraksi-fraksi dengan pemerintah. Antara fraksi 
ABRI dengan fraksi PPP dicapai suatu konsensus yang antara lain : (1) hukum 
Islam yang berhubungan dengan masalah perkawinan tidak akan dikurangi 
atau diubah; (2) sebagai konsekuensi dari poin pertama itu, maka hal-hal yang 
telah ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 dan Undang-Undang  
Nomor 14 Tahun 1970 tetap dijamin kelangsungannya dan tidak akan 
diadakan perubahan; dan (3) hal-hal yang bertentangan dengan ajaran islam 
agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan Undang-Undang 
Perkawinan yang sedang dibahas di DPR RI itu segera akan dihilangkan. 
Untuk memperlancar usaha pembahasan RUU tentang Perkawinan, DPR 
RI membentuk sebuah panitia kerja yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil 
fraksi yang bertugas membicarakan secara mendalam ususl-usul amandemen 
bersama pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Kehakiman dan 
Menteri Agama. Atas permintaan panitia kerja tersebut, Menteri Agama 
menguraikan tentang arti pentingnya norma agama dimasukkan dalam 
Undang-Undang Perkawinan yang akan disahkan itu. Menteri Agama 
menguraikan norma-norma perkawinan tersebut dalam Al-Qur‟an dan Al-
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Hadis yang berlaku bagi umat Islam, Menteri Agama juga menguraikan dasar-
dasar perkawinan dalam agama Hindu yang diambil dari buku The Law of 
Menuel jilid 25 karangan  Max Muller dan dari kitab Manaha Dharma Satwa. 
Menteri Agama juga menguraikan dasar-dasar perkawinan dalam agama 
Budha yang diambil dari kitab Tripitaka. Dasar-dasar perkawinan agama 
Katolik diambilnya dari kitab Perjanjian Lama dan Baru. 
Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amendemen yang masuk 
dalam panitia kerja, maka RUU tentang perkawinan yang diajukan oleh 
pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan kepada siding 
paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam siding 
paripurna DPR RI tersebut semua fraksi menggunakan pendapatnya, demikian 
juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman memberikan kata 
akhirnya. Pada hari itu juga RUU tentang Perkawinan itu disahkan oleh DPR 
RI setelah memakan waktu pembahasan lebih kurang tiga bulan lamanya. 
Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-Undang No 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN Nomor 1 Tahun 1974, tambalan LN 
Nomor 3019/1974.
36
   
  
D. Pandangan Hanafi Tentang Wali Nikah 
Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat 
boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula malakukan akad nikah sendiri, 
baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seoang pun yang mempunyai 
                                                 
36
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, ( Jakarta : Kencana, 
2008), h. 3-6  
51 
 
wewenang atas dirinya atau menentang pilihanny, dengan syarat, orang yang 
dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari 
dengan mahar mitsil. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak se-
kufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada 
gadhi untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan 
laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar mitsil, gadhi boleh diminta 
membatalkan akadnyabila mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh 
suaminya.
37
 
Sebagaimana diketahui bahwa mazhab Hanafi menyadarkan pada 
rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini sangat terlihat 
ketika mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, 
bukan rukun perkawinan. Ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri atas 
ijab dan qabul. Status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak 
kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila (madznun, 
perempuan/laki-laki) meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang 
sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, 
cukuplah bagi keduanya kafaah. Jika tidak (kafaah), wali memiliki hak untuk 
membatalkan atau memfasakh akad tersebut. Dengan demikian, dapat 
dipahami bahwa status wali dalam mazhab Hanafiyah, bukan merupakan 
rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan sebagai jalan alternatif 
atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu. 
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Rasional tentang wali dalam pandangan mazhab Hanafiyah didarsarkan 
bahwa akad nikah sama dengan akad jual beli. Oleh karena itu, syaratnya 
cukup dengan ijab dan qabul. Posisi wali hanya diperuntukan bagi pasangan 
suami istri yang masih kecil. Selain itu, secara istidhal, Hanafiyah 
berpandangan bahwa Al-Qur‟an atau hadis yang dijadikan hujjah terhadap 
status wali sebagai rukun nikah, tidak memberikan isyarat bahwa wali tersebut 
sebagai rukun nikah. 
Mazhab Hanafiya mengkritik bahwa sumber Al-Qur‟an tentang wali 
dalam nikah yang dijadikan hujjah oleh Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanbaliah, 
yaitu surat Al-Baqarah 232, tidak menjelaskan secara terperinci apaah wali itu 
rukun atau tidak.
38
 Ayat tersebut adalah :  
…                       …..  
 Terjemahannya : 
Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan 
bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara 
yang ma'ruf.
39
  
 
 Hadis sebagai dasar wali, sebagai berikut : 
 ُلِطَبَ ا َُحُ َكََِنفاَم ِّيِمَو ِنْذِا ِْيَْغِب ْتَحََكنٍَةأَمْااَمُّ يَأ  
 :aynitrA  
“Barang siapa diantara perempuan yang menikah tidak dengan izin 
walinya, pernikahannya batal.” 
      (Riwayat empat ahli hadis, kecuali Nasa‟i) 
اَمَسَْفهُةَأ َْرلمْا ُجْوَُذثَلََوُةَأَْرلمْا ُجْوَُذثَلَ 
 Artinya :  
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   Janganlah permpuan menikahkan perempuan yang lain dan jangan pula 
seorang perempuan menikahkan dirinya
40
. 
                 (H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni) 
Dalam pandangan mazhab Hanafiyah, kedua hadis tersebut dhaif karena 
status perawi Aj-Juhri ketika ditanya masalah itu, ia menjawab tidak tahu. 
Selain itu, wali dalam hadis tersebut dikhususkan kepada anak kecil yang 
belum memahami muamalah. Akad nikah sama dengan akad jual beli, 
sedangkan seorang wanita yang merdeka memiliki kebebasan berkehendak, 
baik dalam membeli maupun menjual dan kapan ia membutuhkan bimbingan. 
Dengan pemahaman di atas, dapat dipahami bahwa status wali dalam 
pandangan mazhab Hanafiyah hanya berlaku pada orang yang masih kecil 
(belum dewasa/laki-laki), meskipun mereka mengakui bahwa wali pada 
dasarnya adalah memaksa. Pernyataan ini dapat dilihat dari ungkapan 
Hanafiyah yang mengatakan bahwa : 
“Setiap wali adalah memaksa, tetapi tidak ada wali kecuali kepada orang 
yang belum dewasa” 
 
Dalam mazhab Hanafi landasan Al-Qur‟an dan hadis yang dijadikan 
sebagai dasar pijak tidak perlunya wali adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 230 : 
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                              
                           
         
Terjemahannya : 
kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka 
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang 
lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa 
bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika 
keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah 
hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) 
mengetahui.
41
 
 
Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 232 : 
                        
                            
                          
Terjemahannya : 
Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, 
Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan 
bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara 
yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di 
antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih 
suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 
 
 
 Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 234 : 
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                        
                         
           
Terjemahannya : 
Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya 
(ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, 
Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 
mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. 
 
Semua ayat ini jelas mengenai nikah wanita, muraja’ah-nya dan apa yang 
ia kerjakan pada dirinya. Menurut yang ma‟ruf adalah tidak bergantung pada 
izin wali dan dalam pelaksanaannya tidak memerlukan wali. 
Adapun hadis –hadis Nabi SAW. yang di jadikan sebagai dasar tidak 
diperlukannya wali dalam mazhab Hanafiyah, sebagai berikut : 
1. Hadis yang diriwayatkan oleh Jama‟ah, kecuali Bukhari dan Ibnu „Abbas 
ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. : 
َاُتُْوُكُسَاُنُْذِاَوُرَم ْأَخ ْ ُسِجرْكِبمْاَوَا ِّيِِلَو ْنِم َاهِسَْفنِب ُّقَحَأ  ُّبي َّشما 
Artinya :  
Janda-janda lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya, 
sedangkan gadis dimintai izinya. Izinya adalah diamnya. 
 
2. Riwayat Abu Dawud dan Nasa‟i 
 َماَهُراَرْكِاَاُتُْمََصف ُرَم ْأَخ ْ ُسج ُةَمْيِدَْيماَوُرْمَأ ِبِّ ي َّشما َحَم ِِّلَوِم َْسي 
 
Artinya :  
wali tidak mempunyai urusan dengan wanita tsaib, dan yatimah 
diminta pendapatnya dan diamnya adalah pengakuannya. 
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3. Hadis yang datang mengenai pernikahan Nabi dengan Ummi Salamah. 
Ketika Nabi mengutus wakilnya untuk meminang kepadanya langsung, 
Ummi Salamah berkata, “tidak ada seorang pun diantara wali saya yang 
hadir, bersabda Rasulullah SAW. : 
 ُهَرَْكي ٌِبى َاغَلََوٌدِهاَش َكِءاَيِمْوَأ ْنِمٌدَحَأ َْسَيلف  
Artinya : 
 
Tidak ada seorang pun di antara walimu yang tidak suka, baik ia hadir, 
maupun ia tidak hadir. 
Hadis ini menunjukan bahwa tidak ada seorag pun dari walu Ummi 
Salamah yang hadir pada waktu akad itu, sebagaimana dikatakan. Dari 
segi lain hadis itu juga menunjukan bahwa tidak ada hak bagi wali untuk 
menyanggah dengan menunjukan ketidaksukaannya yang tidak pada 
tempatnya. Dengan demikian jelaslah bahwa sanggahan wali, tidak 
diharuskan kalaupun memang perkawinan itu sudah kufu, telebihnya 
mengenai sahnya yang tidak bergantung pada pelaksanaan dari wali. 
 
Berdasarkan landasan tersebut, mazhab Hanafiya membagai wanita 
dalam hubungan dengan wali, menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. 
Bagai janda, wali bukan syarat perkawinan dan bagi gadis pun kedudukan 
Walihanya diminta izinnya. Janda lebih mengetahui banyak hal dari pada 
gadis. Oleh sebab itu, dia tidak memerlukan wali sebab dia telah dewasa, 
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dapat mengurus dirinya sendiri dan dianggap tidak perlu melibatkan orang 
lain (walinta), termasuk mengawinkan dirinya.
42
 
Meskipun status wali dalam mazhab Hanafiyah seperti itu, mazhab 
Hanafi memiliki urutan wali : 
Urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki wanita yang 
akan menikahi itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. 
Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, 
kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak 
saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman 
(saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Dari urutan ini, jelaslah 
bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memegang perwalian nikah, 
kendatipun wasiat itu disampaikan secara jelas.
43
 
 
E. Pandangan Syafi’i Tentang Wali Nikah 
Syafi‟i, Maliki dan Hanbali berpendapat jika wanita yang baligh dan 
berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, 
akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada kedanya; wali tidak boleh 
mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu 
pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, 
pengucapan hak wali  akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak 
berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya. 
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Mazhab Syafi‟i dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar 
ibn Muhammad Al-Husaini Al-Husyna Ad-Dimsyiqi Asy-Syafi‟i dalam 
kitabnya Kifayatu Al-Akhyar fi Halli Gayat Al-Ikhtisyar, dijelaskan bahwa : 
“wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan 
wali.
44
 
Dasar wali yang digunakan dalam mazhab Syafi‟iyah sebagai berikut : 
Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 232, 
            
Terjemahannya : 
……Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 
dengan bakal suaminya… 
 
Ayat di atas, diturunkan kepada Mu‟qil ibn Yasar ketika menolak untuk 
menikahkan saudara perempuannya yang ditalak oleh suaminya. Demikian 
pula tulisan  As-Son‟ani menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan 
dengan Mu‟qil ibn Yasar yang menolak menikahkan saudara perempuannya 
yang ditalak raj‟i oleh suaminya. Menurut Imam As‟Syafi‟i, ayat ini jelas 
sekali menunjukan status wali sebagai hal yang wajib dalam pernikahan. 
Hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban : 
 ٌلِطَبََوَُهف َِلَِذِْيِْغ ِحَكَِن ْنِم َنَكَاَمَو ٍلَْدع ْيَدِهاَشَو ٍّلَوِبَلَِا َحَكَِنَلَ 
Artinya :  
Tidak ada nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan 
tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batal. 
 
Landasan ketiga dari mazhab Syafi‟iyah adalah qaul syafi‟i : 
                                                 
44
Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan, ( Bandung : Pustaka Setia, 2011), h. 44  
59 
 
Artinya :  
Tidak ada akad nikah kecuali dengan wali laki-laki dan jika terjadi akad 
nikah seorang perempuan maka akadnya batal. 
 
Secara umam, ulama Syafi‟iyah membedakan wali menjadi tiga, yaitu : 
wali dekat (aqrab), wali jauh (ab‟ad) dan wali hakim. Bagi Imam Asy-Syafi‟i, 
pihak yang berhak menjadi wali adalah ayah dan keluarga pihak laki-laki. 
Adapun urutan wali adalah : (1) ayah; (2) kakek dari pihak bapak; (3) saudara 
laki-laki kandung; (4) saudara laki-laki sebapak; (5) anak laki-laki dari saudara 
laki-laki kandung; (6) anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak; (7) paman 
sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu-sebapak); (8) paman 
sebapak (saudara laki-laki dari ayah yang sebapak); (9) anak laki-laki dari 
paman seibubapak; (10) anak laki-laki dari paman sebapak; dan (11) hakim.
45
  
Apabila dalam perkawinan terdapat dua orang yang berhak menjadi wali : 
yang satu saudara kandung dan yang satu lagi saudara sebapak siapakah 
diantara mereka yang lebih berhak menjadi wali ? dalam qaul qadim, Imam 
Asy-Syafi‟i berpendapat bahwa hak perwalian saudara kandung dan saudara 
saudara sebbaak adalah sama (sejajar), karena wali nikah ditentukan 
berdasarkan nasab laki-laki. Adapun dalam qaul jadid, Imam AsyAsyafi‟i 
berpendapat bahwa saudara kandung lebih berhak untuk menjadi wali 
perkawinan atas saudara bapak; karena mereka lebih berhak mendapatkan 
‘ashabat (harta waris sisa) dalam pembagian harta pusaka. 
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Dalam tulisan lain, urutan wali dalam pandangan mazhab Syafi‟iyah, 
adalah “ paling utama adalah ayah, kakek, saudara laki bapak dan ibu, saudara 
laki ibu, anak saudara laki ibu, bibi, anak saudara laki bapak, paman, anaknya 
paman, dan seterusnya dari pihak bapak. Posisi ayah, dalam pandangan 
mazhab Syafi‟i, adalah mutlak sebagai wali yang paling utama. Urutan wali 
terakhir dalam mazhab Syafi‟i adalah sulthan (hakim). Sebagai mana hadis 
Nabi SAW., yang menyebutkan : 
 َا. َُلَ َِّلَوَلَ ْنَم ُِّلَو ُناَْطل َّسم 
Artinya :  
penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. 
Kesepadanan (Kafa’ah) bagi orang-orang yang menganggapnya syarat 
dalam perkawinan, adalah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) itu setara 
derajatnya dengan wanita (yang akan menjadi istrinya). Para ulama 
memandang penting adanya ka’fa’ah hanya pada laki-laki dan tidak pada 
wanita sebab, kaum laki-laki berbeda dengan  kaum wanita tidak direndahkan 
jika menikah wanita yang lebih rendah derajat dari dirinta. Hanafi Syafi‟i dan 
Hambali sepakat bahwa kesepadanan itu meliputi : Islam, merdeka keahlian, 
dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dalam kelapangan 
hidup . hHanafi dan Hambali menganggapnya sebagai syarat, tapi Syafi‟i 
tidak.
46
 
F. Wali Menurut Udang-Undang Perkawinan 
Dalam Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan 
adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang 
melangsungkan akad nika nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan. 
Yang disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan hanyalah orang tua, itu 
pun dalam kedudukan sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu 
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melangsungkan perkawinan, yang demikina pun bila kedua calon mempelai 
berumur dibawa 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai sudah 
mencapai umur 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali. Hal ini 
diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6). Diantaranya sebagai berikut 
: 
1. Pasal 6  
a. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapi umur 
21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
b. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal duna 
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin 
dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 
hidup atau dari orang tua yang mempu menyatakan kehendaknya. 
c. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari 
wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 
darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup 
dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 
d. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 
dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih 
diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan 
dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 
perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin 
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setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), 
(3) dan (4) pasal ini. 
e. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5)  pasal ini berlaku 
sepanjang hukum masing-masing agamanyadan kepercayaannya itu 
dari yang bersangkutan tidak lain.
47
   
Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak menjelskan wali sebagai 
salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, Undang-Undang Perkawinan 
yang menyinggung wali nikah dalam pembatalan perkawinan pada pasal 26 
ayat (1) dengan rumusan yang telah dijelaskan diatas : 
48
 
Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan 
yang tidak berwewenang, wali nikah yang tidak sah atau yang di langsungkan 
tanpa dihadiri oleh… 
 
Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), berkenaan dengan wali nikah 
dirumuskan dan digali oleh para ulama mazhab fiqh islam, secara dinamis  
diformulasikan kembali dalam dalam bentuk legislasi hukum islam, yakni 
Kompilasi Hukum Islam, khusus di Indonesia. Dengan Kompilasi Hukum 
Islam ini, status hukum mengatur atau menyempurnakan dari berbagai mazhab 
fiqh tersebut.
49
  
Secara khusus, Kompilasi Hukum islam membahas secara terperinci  
tentang wali nikah yang diatur dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 dengan 
rumusan sebagai berikut :  
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1. Pasal 19 
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi 
calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya. 
2. Pasal 20 
a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 
memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. 
b. Wali nikah terdiri dari :  
1) Wali Nasab 
2) Wali Hakim 
3. Pasal 21 
a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, 
kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat 
tidaknya susunan kekerabatan dengan alon mempelai wanita. 
Pertama : kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, 
kakek dari pihak ayah , dan seterusnya. 
Kedua : kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-
laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka 
Ketiga : kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung 
ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 
Keempat : kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-
laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. 
b. Apabila dalam satu kelmpok wali nikah terdapat beberapa orang yang 
sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi 
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wali ialah yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai 
wanita. 
c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang 
paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat 
yang hanya seayah. 
d. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni 
sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, 
mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutakan 
yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. 
4. Pasal 22 
Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat 
sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, 
tuna runggu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali 
nikah yang lainmenurut derajat berikutnya. 
5. Pasal 23 
a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 
tempat tinggalnya tau gaib atau adhal atau enggan. 
b. Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak 
sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali 
tersebut.
50
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BAB IV 
PERBANDINGAN ULAMA HANAFIYAH DAN SYAFI’IYAH TENTANG 
WALI NIKAH DAN RELEFANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG 
PERKAWINAN 
 
A. Perbedaan Pandangan Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah 
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik 
sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan 
mengakadkan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan 
sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa 
adahnya wali.  
Hal ini berbeda dengan pandangan Ulama Syafi‟iyah, Syafi‟i berpendapat 
bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuat itu dewasa 
atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. 
Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan 
perkawinannya.
51
 Syafi‟iyah sepakat keharusan adanya wali atau pengganti 
dalam setiap perkawinan baik untuk gadis maupun janda, baik dewasa maupun 
belum dewasa. Adapun Syafi‟i, yang menyepakati bahwa wali ghair mujbir itu 
bapak dan kakek, sedangkan Hanafi, wali ghair mujir adalah anak laki-laki 
saja. 
Syafi‟iyah, sepakat bahwa wali harus laki-laki, tidak sah wali perempuan, 
sedangkan Hanafiyah, berpendapat bahwa wali perempuan boleh ketika tidak 
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ada wali laki-laki. Ulama Syafi‟iyah, mewajibkan wali sebagai rukun nikah 
berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 232 dan hadis dari Aisyah. Adapun Ulama 
Hanafiyah, menolak dasar tersebut karena terdapat kedhaifan hadis tersebut 
dan menurut Hanafiyah, konteks ayat 232 surat Al-Baqarah tidak menunjukan 
keharusan adahnya wali.
52
 
 
B. Persamaan Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah, dengan UUD No 1 Tahun 
1974  
Ulama Hanafiyah dan Syafi‟iyah walapun mereka memiliki banyak 
perbedaan pendangan mengenai wali nikah, adapun kesamaan pandangan dari 
kedua ulama tersebut begitu pun dengan Undang-Undang Perkawinan 
diantaranya, adalah sebagai berikut : 
1. Ulama Hanafiyah, memandang menikah harus menggunakan (ada) 
wali dalam akad pernikahan, asalkan mempelai wanita tidak sekuffu 
dengan calon suaminya. 
2. Ulama Syafi‟iyah, menikah harus menghadirkan adanya wali dalam 
prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda. 
3. Dalam Undang-Undang Perkawinan, sendiri walaupun tidak 
menjelaskan secara terperinci wali sebagai salah satu syarat atau rukun 
dalam perkawinan, akan tetapi Undang-Undang Perkawinan 
menyinggung wali dalam perkawinan, dalam pembatalan perkawinan 
terdapat pada pasal 26 ayat (1). 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : 
1. Ulamama Hanafiyah dan Syafi‟iyah 
Imam Hanafiyah berpendapat bahawa perempuan berhak untuk 
menikahkan dirinya sendiri walaupun walinya tidak setuju atau tidak 
mengetahuinya. Argumen yang diajukan oleh Hanafiya ialah nas surat 
Al-Baqarah ayat 232 : 
                         
Artinya  : 
Maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon 
suaminya, apaila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan jalan 
yang baik. 
 
Imam Hanafiyah dikenaal sebagai ulama Ahl al-Ra‟yih. Dalam 
menetapkan hukum islam baik yang di istinbatkan dari Al-Qur‟an 
ataupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau menggunakan 
ra’yih dan khabar ahad apabila terdapat hadis yang bertentangan beliau 
menetapkan hukum dengan jalan qhiyas atau istihsan. 
Berbeda dengan Imam Syafi‟iyah, Syafi‟i mendasari hadis yang 
menyatakan tidak sah perkawinan terkecuali adanya wali atau izin dari 
walinya : 
 ٌلِطَبََوَُهف َِلَِذِْيِْغ ِحَكَِن ْنِم َنَكَاَمَو ٍلَْدع ْيَدِهاَشَو ٍّلَوِبَلَِا َحَكَِنَلَ  
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Artinya :  
Tidak ada nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil 
dan tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batil. 
Selain itu pola Imam Syafi‟iyah merujuk pada Al-Qur‟an Al-
Sunnh, Ijma dan Qiyas untuk menentukan suatu hukum yang harus 
ditetapkan sebagai hujjah. 
2. Ulama Hanafiyah, Syafi‟iyah Relefansi dengan Undang-Undang 
Perkawinan. 
Ulama Hanafiyah menyepakati wali nikah diperuntukan bagi 
pasangan suami istri yang masih kecil. Baik perempuan maupun laki-
laki, orang gila. 
Ulam Syafi‟iyah menerima wali adalah salah satu rukun nikah, 
tidak sah pernikahan kecuali dengan wali, meskipun terdapat 
perempuan itu sudah dewasa. 
Menurut Undang-Undang  Perkawinan No 1 Tahun 1974, 
perkawinan hanya ada karena penunjukan oleh salah satu orang tua 
yang menjalankan kekuasaan sebagi orang tua sebelum ia meninggal 
dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi (Pasal 
51 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974. 
3. Dalam kehadiran seorang wali dalam pernikahan sebenarnya kedua 
mazhab memiliki argument yang kuat dan sumber yang sangat akurat 
akan tetapi di Negara Indonesia telah diatur permsalahn wali nikah 
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jadi menurut penulis alangkah 
baiknya kita kembalikan lagi kepada pemerintah yang sudah jelas 
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mengatur permasalahan di dalam peraturan yaitu KHI, dan sebagai 
warga negara yang baik mengikuti aturan yang sudah ditetapkan 
pemerintah. 
B. Saran 
Berdasarkan uraian di atas maka saran yang penulis sampaikan adalah 
sebagai berikut : 
1. Keberadaan wali sangat berguna ketika pasangan suami-isteri sedang 
mengalami permasalahan dalam kehidupan  berumah tangga, karena itu 
peran wali sangat dibutuhkan untuk keutuhan rumah tangga agar rumah 
tangga tidak berakhir dengan kegagalan. 
2. Sebuah pernikahan harus dilandasi dengan kasih sayang hal ini perlu di 
sosialisasikan agar mendapatkan keluarga yang kekal dan abadi agar 
tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahma. 
3. Mengikuti perintah yang telah di tetapkan oleh negara dalam hal ini 
(pemerintah) agar pernikahan nantinya akan menjadi sah dan sakral secara 
syariat dan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. 
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